
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

                           NOMOR  4   TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 
TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 
TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN 
   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan 
Ikan sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sudah 
tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan pencabutan; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 
Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang 
Tempat Pelelangan Ikan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 
Tahun 1950 Halaman 86–92); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5073); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 59 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 11); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH  TENTANG  PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 
TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN SEBAGAIMANA TELAH 
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA 
TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 
16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat 
Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 
118)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 127), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal   2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 8 Juli 2011 

 
                                                      GUBERNUR JAWA TENGAH,  

 
 
 

                                                       BIBIT  WALUYO 
 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 8 Juli 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
           JAWA TENGAH 

 
 

 
         HADI PRABOWO 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 4. 


